
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi bertujuan untuk menjamin keutuhan dan 

kebaikan bagi setiap orang. Kegiatan ekonomi mesti selalu mengarah kepada 

pembangunan manusia secara menyeluruh dengan segala aspek kehidupannya. 

Setiap lembaga dan institusi yang mengatur kehidupan masyarakat mesti 

membangun sebuah kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kesempatan 

kepada setiap orang untuk mengembangkan kehidupan ekonomi secara mandiri 

tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak luar. Dengan demikian, dibutuhkan 

sebuah sistem ekonomi yang mampu menyediakan ruang dan kesempatan bagi 

masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi sesuai dengan sumber daya 

yang dimiliki oleh masing-masing orang serta mengupayakan kebaikan dan 

kesejahteraan bersama. 

 Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang 

mengandalkan kemampuan dan kemandirian setiap masyarakat dalam mengelola 

kehidupan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, rakyat diberikan 

kewenangan untuk mengelola kehidupan ekonominya sesuai dengan kemampuan, 

sementara pemerintah hanya bertugas untuk mewadahi dan memfasilitasi agar 

usaha masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya, ekonomi kerakyatan 

bergerak dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat sendiri, sehingga masyarakat 

diberikan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan ekonomi sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola 

kehidupan ekonominya sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa adanya 

intervensi dari pihak lain. Sementara peran pemerintah dan lembaga lainnya hanya 

bertugas untuk memfasilitasi, mengadakan pelatihan, serta memberikan bantuan 

modal yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. 

Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola kegiatan 
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ekonomi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa adanya tekanan dan 

campur tangan orang lain. 

Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang berkerja sama 

untuk mencapai sebuah kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada asas 

kekeluargaan dan gotong royong. Basis dan kekuatan dari koperasi ialah berdasar 

pada para anggotanya. Pada prinsipnya koperasi merupakan sebuah lembaga 

ekonomi yang pengendaliannya dikelola secara demokratis, menekankan 

partisipasi anggota, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dan cara 

kerja koperasi seperti swadaya, solidaritas, pendidikan, otonomi dan kebebasan, 

keadilan, dan lain sebagainya berusaha untuk membantu masyarakat dalam 

mengembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis pada kekuatan dan kemampuan 

masing-masing. Koperasi bekerja dari, oleh dan untuk kepentingan bersama. 

Dalam usaha untuk mengembangkan ekonomi berbasis rakyat, koperasi berusaha 

untuk menerapkan nilai dan prinsip dasar yang dapat menopang bertumbuhnya 

kegiatan ekonomi yang berbasis rakyat. Usaha yang dilakukan oleh koperasi 

dalam membangun ekonomi kerakyatan ialah menjadikan koperasi sebagai 

lembaga yang berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi sebagai lembaga yang 

demokratis, menekankan nilai persamaan, koperasi sebagai lembaga yang adil, 

dan menjadikan koperasi menjadi lembaga yang mandiri. Dengan demikian, 

prinsip-prinsip dan cara kerja koperasi diadakan sebagai usaha untuk membangun 

kegiatan ekonomi berbasis pada kekuatan dan kemampuan masyarakat. 

Beberapa usaha yang dilakukan oleh lembaga koperasi dalam membangun 

ekonomi kerakyatan yaitu memiliki relasi dengan beberapa prinsip yang ada 

dalam Ajaran Sosial Gereja yaitu prinsip kesejahteraan umum, prinsip 

penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip solidaritas, prinsip 

subsidiaritas, dan prinsip keterlibatan. Dengan demikian, usaha koperasi 

membangun ekonomi kerakyatan memiliki relasi dengan prinsip-prinsip yang 

terdapat dalam Ajaran Sosial Gereja terutama prinsip penghormatan terhadap 

martabat manusia, kesejahteraan umum, solidaritas, subsidiaritas, dan prinsip 

keterlibatan. Relasi yang terdapat dalam usaha koperasi membangun ekonomi 

kerakyatan dengan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja yaitu penghormatan 

terhadap martabat manusia, mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama, 
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menekankan solidaritas atau kesetiakawanan dan semangat menolong 

(subsidiaritas) dan menekankan partisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan 

ekonomi. Dalam mendukung kegiatan ekonomi yang bermartabat, Gereja dalam 

perjalanannya mendukung dan menyediakan tempat bagi koperasi dalam 

mengelola kehidupan ekonomi.  

 Dengan demikian, koperasi dapat dijadikan sebagai instrumen dalam 

mewujudkan kegiatan ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Prinsip yang 

dianut dalam semangat kerja koperasi ini juga berhubungan dengan semangat 

yang ditujukan dalam prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja terkait penghormatan 

terhadap martabat manusia, solidaritas atau kesetiakawanan, menekankan 

partisipasi aktif serta mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama. 

Dengan demikian, dalam usaha membangun ekonomi kerakyatan, koperasi 

memiliki relasi dengan prinsip-prinsip dalam Ajaran Sosial Gereja yaitu tentang 

penghormatan terhadap martabat manusia, solidaritas atau kesetiakawanan, 

prinsip subsidiaritas, mengutamakan kesejahteraan bersama serta prinsip 

keterlibatan. 

5.2 USUL DAN SARAN 

5.2.1 Lembaga Pemerintahan 

Lembaga Pemerintahan. Pemerintah diharapkan agar memberikan 

kesempatan bagi koperasi untuk berkarya dan melayani kepentingan masyarakat. 

Pemerintah juga diharapkan agar mendukung usaha koperasi yaitu menyediakan 

tempat yang layak bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha, 

mengeluarkan peraturan pemerintah yang menguntungkan koperasi, dan juga 

pemerintah diharapkan agar menyediakan fasilitas dan sarana yang dapat 

mendukung kelancaran usaha koperasi secara khusus berkaitan dengan aturan 

pembebasan pajak bagi lembaga-lembaga koperasi. 

5.2.2 Institusi Gereja 

Gereja. Gereja mesti mendorong umatnya supaya berpartisipasi dan 

menabung dalam lembaga keuangan koperasi. Gereja diharapkan agar mendorong 
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umatnya agar berpartisipasi aktif yaitu dengan menabung dalam koperasi serta 

menjadi anggota koperasi. Gereja pun diharapkan agar memberikan sosialisasi 

tentang kegiatan ekonomi yang baik yaitu melalui koperasi agar masyarakat yang 

belum bergabung bersama koperasi menyadari akan pentingnya koperasi bagi 

kehidupan. Dengan demikian, yang diharapkan ialah agar masyarakat memiliki 

minat untuk bergabung dan menjadi anggota koperasi. 

5.2.3 Lembaga Koperasi 

Lembaga koperasi mesti menerapkan kegiatan ekonomi yang sebagaimana 

yang telah tertuang dalam prinsip-prinsip dasar kerja koperasi. Lembaga koperasi 

diminta agar selalu mengupayakan kegiatan ekonomi yang sehat sehingga 

kehadiran koperasi di tengah masyarakat sungguh membantu masyarakat 

mengembangkan ekonomi yang lebih mandiri, solider, demokratis, dan 

mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Koperasi juga diharapkan 

agar selalu konsisten dalam menjalankan kegiatan ekonomi yaitu selalu berdasar 

pada asas kekeluargaan dan terus-menerus mengupayakan kebaikan dan 

kesejahteraan bersama. Koperasi diharapkan agar memberikan sosialisasi tentang 

koperasi yang baik dan sehat terlepas dari kehadiran koperasi harian atau rentenir 

yang menyebar di lingkungan masyarakat. 

5.2.4 Masyarakat  

Masyarakat diharapkan agar mau bergabung bersama dalam salah satu 

koperasi dan juga masyarakat diharapkan mau menyimpan dan menabung 

uangnya dalam koperasi. Masyarakat diminta untuk tidak terjerumus dalam 

berbagai macam lembaga yang mengatasnamakan koperasi seperti rentenir yang 

meminjamkan uang kepada masyarakat dengan suku bunga yang tinggi. Oleh 

sebab itu, masyarakat mesti memilih lembaga koperasi yang benar-benar legal dan 

membantu kehidupan masyarakat. 
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